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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak
bekerja, tempat kediaman di Xxxx, Kab. Lamandau, Kalimantan
Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan

alamat email: xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di Xxxx, Kab. Lamandau,

Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Ngb, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam
pada tanggal 21 Maret 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx,
tanggal 23 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sesaat setelah

akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Xxxx, Kabupaten Lamandau, hingga pisabh;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul);

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 Maret 2020 rumah

tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang

disebabkan:
a. Bahwa Tergugat sulit melakukan komunikasi;
b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah dijodohkan oleh

kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;

C. Bahwa sejak awal menikah, Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2020, disebabkan Penggugat tidak
ada rasa sayang terhadap Tergugat dan Penggugat sudah tidak bahagia
menjalin kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat
pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama ke rumah orang tua
Penggugat di xxxxxxx, Kabupaten Lamandau, hingga sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sampai sekarang selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
wajibnya kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari adalah orang tua Penggugat;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
melakukan hubungan badan suami istri;
9. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkomunikasi;
10.Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah
melanggar taklik talak yang telah dibaca dan ditandatangani oleh Tergugat
di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa menderita
lahir batin oleh karenanya Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat
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dan Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah);

11.Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

12.Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat
sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

13.Bahwa perceraian lebih maslahat daripada menerusakan perkawinan,
oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh
Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsidair:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat NIK: xxxx Tanggal

27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta

cocok dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim Ketua diberi paraf, tanggal

dan ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 23 Maret 2020,

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,

Provinsi Kalimantan Tengah, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan

telah di-nazagelen, serta cocok dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim

Ketua diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten
Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Tergugat bernama Xxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah
menandatangani sighat taklik talak di dalam buku nikah Penggugat
dan Tergugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya harmonis, namun April 2020 setelah pernikahan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi sekitar April 2020 yang lalu yaitu pada saat Tergugat
mengantarkan Penggugat kerumah saksi untuk menyerahkan
Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu
rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih
sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat
dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah
berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah
datang untuk menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah
kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Kkeluarga Tergugat pernah
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bisa
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;
2, Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten
Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Tergugat bernama Xxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah
menandatangani sighat taklik talak di dalam buku nikah Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya harmonis, namun April 2020 setelah pernikahan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi sekitar April 2020 yang lalu yaitu pada saat Tergugat
mengantarkan Penggugat kerumah orang tua penggugat untuk
menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan pada
saat itu saksi sedang berada di sana;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu
rumah lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih
sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat
dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah
berkumpul sebagai suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah
datang untuk menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah
kepada Penggugat dan anaknya;
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- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bisa
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan
menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak tergugat, Penggugat telah
menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi
pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat)
antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini
termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak
pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara

resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
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9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu,
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil
syar':

4:' J:' ‘} I.l'.l'ﬁ _363 s_’ﬁ ,‘LE Uﬂ.a.ll-.ﬂ\:kll I:'éb— oo ISL- JII; f} ta

"

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul
Qur-an |l : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

dalil-dalil Gugatannya;
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Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri,
sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan
perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sejak 25 Maret 2020, yang disebabkan karena Tergugat sulit
melakukan komunikasi, antara Penggugat dan Tergugat menikah dijodohkan
oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, dan sejak awal menikah
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga
puncaknya terjadi pada tanggal 26 Maret 2020, oleh karena sebab-sebab
tersebut diatas Penggugat mendalilkan dalam pokok gugatannya bahwa
Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah dibacakan dan ditandatangani
oleh Tergugat di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat serta Penggugat
bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian
yang diucapkan oleh suami kepada isteri setelah akad nikah berupa janji talak
yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa
yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok alasan perceraian Penggugat
adalah tentang adanya pelanggaran taklik talak suami/Tergugat, maka
penggugat perlu membuktikan tentang adanya pelanggaran taklik talak
tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka
sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan
dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup dan di-nazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut
telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun
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1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai
dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh
pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW)
bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan
mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah
warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan
bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat
kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan
Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Maret 2020 dan dicatatkan di KUA
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Maret
2020 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim
menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan
2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan
secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai
dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk
didengar keterangannya,;
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Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat
Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan bahwa sejak
bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih
sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat berdasarkan cerita
Penggugat, menyatakan bahwa sejak April 2020 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah retak, karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah
lagi kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut diatas adalah fakta
yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, tapi hanya
mendengar dari cerita Penggugat / pihak lain (de auditu), maka pada prinsipnya
keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai
sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat
bahwa pengesampingan keterangan de auditu tidak harus diterapkan secara
general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan de
auditu tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (indispensability),
khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (very personal cases)
sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri. Oleh karena itu,
penerapan secara kaku (strict/ unflexible) terhadap keterangan de auditu dalam
perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat
dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang melihat dan atau
mendengar secara langsung terkait peristiwa dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, dan saksi kedua tidak melihat dan atau mendengar secara
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langsung terkait peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi saksi kedua tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri
tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang
menurut saksi kedua sudah terjadi sekitar kurang lebih 8 (delapan) bulan
lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun
sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun
keterangan saksi kedua tersebut bersifat de auditu, namun dari isi materi yang
disampaikan oleh saksi kedua menunjukkan korelasi fakta yang menjelaskan
bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta
adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat
dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (Feetelijk Vermoeden) (vide Pasal
310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam
memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah pula
berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan
Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (innerlijk samen
hang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis
Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang
disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan
didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal
pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan
saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti
fakta-fakta sebagai berikut:

. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;

. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan
menandatangani sighat ta’lik talak;

. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun lagi sejak April 2020 terakhir karena sudah tidak ada kecocokan lagi
antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada Penggugat;

. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal
menikah (Maret 2020) hingga sekarang;

. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal
serumah layaknya suami isteri kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang
lalu;

. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;

. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklig talak angka (2)
yang telah diucapkannya dan ditandatangani di buku nikah Penggugat dan
Tergugat pada tanggal 21 Maret 2020;

. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap
rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi
merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan
tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun
yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini, sampai akhirnya Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu
dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul
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bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan
kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat
agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat
dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang
terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, junctis Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1)
dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang
dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti pula bahwa
Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani shigat ta’lik talak terhadap
Penggugat sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah
wajib selama lebih dari 3 (tiga) bulan merupakan pelanggaran terhadap sighat
ta’lik talak yang telah diucapkan dan ditandatangani Tergugat sesaat setelah
akad nikah dahulu, terutama angka (2);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut
dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga
dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya,
maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak
ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti
bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik dalam
melindungi Penggugat sebagai seorang isteri maupun dalam memenuhi
kebutuhan hidup berumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha,
dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Nanga Bulik, dan
Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu
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rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran ta’lik talak yang dilakukan oleh
Tergugat, untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang, oleh karenanya
syarat ta'lik talak sebagaimana Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 411 Tahun
2000, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah
terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-
undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (e) jo. Pasal 116 huruf (g) jo. pasal
46 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terdapat cukup alasan untuk memutuskan
perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta’lik talak
oleh Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap
Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah), hal mana sejalan dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab
Syarqawi ‘alat Tahrir juz Il: 302, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis
Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

Lailll ntios oo 3975, 885 i GMall wle o

Artinya : “Dan barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu
sifat (keadaan), maka jatuhlah talak dengan adanya sifat tadi sesuai dengan
bunyi lafadinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena
Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan
Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dihubungkan dengan bukti bahwa Tergugat setelah akad nikah
mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak serta Penggugat belum
pernah bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang

bersangkutan dinyatakan ditarik;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp526.000,00 (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Nanga Bulik pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag.
sebagai Ketua Majelis, Saiful Rahman, S.H.l., M.H. dan Wardatul Baidho, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Saiful Rahman, S.H.l., M.H. Hairil Anwar, S.Ag.
Ttd.
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Wardatul Baidho, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran 'Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00

c. Redaksi 'Rp 10.000,00

d. Pemberitahuan isi putusan ‘Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp
50.000,00

3. Panggilan : Rp
300.000,00

4, Pemberitahuan isi putusan
:Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp
6.000,00

Jumlah :Rp  526.000,00

Terbilang: (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Abu Mansur, S.H.
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